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Abstract 

This study analyzes the influence of population, regional levies, and government spending on Tabanan 

Regency's Locally Generated Revenue (PAD). Using a quantitative approach, the results show that all 

three variables simultaneously and partially have a positive and significant effect on PAD. By integrating 

inclusive economic theory with the strategic role of village governance, this study confirms that 

optimizing PAD is not merely an administrative matter but rather an instrument for achieving equitable 

growth. Policy recommendations focus on digitizing levies and strengthening local human resource 

capacity to address post-pandemic economic dynamics in Bali. 

Keywords: Local Original Income, Inclusive Economy, Retribution, Government Expenditure, Tabanan 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah penduduk, retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan. Dengan pendekatan kuantitatif, hasil 

menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PAD. Melalui integrasi teori ekonomi inklusif dan peran strategis tata kelola desa, penelitian ini 

menegaskan bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar masalah administratif, melainkan instrumen untuk 

mencapai pertumbuhan yang merata. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada digitalisasi retribusi dan 

penguatan kapasitas SDM lokal guna menghadapi dinamika ekonomi pasca-pandemi di Bali. 
 

Kata Kunci: Pendapan Asli Daerah, Ekonomi Inklusif, Retribusi, Pengeluaran Pemerintah, Tabanan 

 

1. PENDAHULUAN 

Kemandirian fiskal daerah merupakan pilar 

utama dalam implementasi otonomi daerah di 

Indonesia. Dalam perspektif ekonomi makro 

dan mikro, efisiensi alokasi sumber daya di 

tingkat daerah menentukan keberhasilan 

pembangunan nasional (Kusumah dkk., 2025; 

Murthi & Tantra, 2024). Di Bali, dinamika ini 

menjadi sangat kompleks karena 

ketergantungan pada sektor pariwisata yang 

rentan terhadap guncangan eksternal 
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(Suryawan, 2023; Tantra & Murthi, 2025). 

Kabupaten Tabanan, sebagai pusat agraris, 

memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas 

ekonomi regional melalui Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber 

pembiayaan, tetapi juga mencerminkan 

perilaku kepatuhan wajib pajak dan efektivitas 

kebijakan pajak progresif yang diterapkan 

pemerintah (Murthi dkk., 2015; Murthi dkk., 

2018). Namun, tantangan nyata muncul ketika 

pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan 

inklusivitas. Pertumbuhan PAD harus mampu 

mendorong pembangunan perdesaan yang 

inklusif untuk menciptakan keadilan ekonomi 

(Murthi, 2024). Hal ini sejalan dengan diplomasi 

ekonomi inklusif berbasis Pancasila yang 

menekankan pemerataan (Murthi dkk., 2025). 

Oleh karena itu, memahami determinan PAD di 

Tabanan menjadi sangat urgensi, terutama 

dalam mengaitkan peran pemerintah dan 

digitalisasi terhadap pertumbuhan yang 

berkualitas (Murthi dkk., 2023). 

Kabupaten Tabanan, sebagai lumbung pangan 

Provinsi Bali, menghadapi tantangan fluktuasi 

PAD yang cukup tajam, terutama pada periode 

2019–2021. Perlambatan ini dipicu oleh 

guncangan ekonomi akibat pandemi dan 

dinamika komponen kependudukan (Badan 

Keuangan Daerah, 2022). Secara teoretis, 

pertumbuhan penduduk dapat mendorong 

aktivitas ekonomi yang berimplikasi pada basis 

pajak (Sukirno, 2016), sementara belanja 

pemerintah berfungsi sebagai katalisator 

pembangunan infrastruktur yang menarik 

investasi (Peacock & Wiseman, 2014). 

Penelitian sebelumnya di wilayah serupa 

menunjukkan hasil yang beragam, di mana 

retribusi dan pajak daerah tetap menjadi tulang 

punggung APBD (Anggreni, 2019; Okawati, 

2018). Artikel ini bertujuan membedah 

determinan PAD Tabanan untuk memberikan 

rekomendasi strategis bagi pengambil 

kebijakan lokal. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

asosiatif dengan data sekunder periode 2011–
2021. Variabel independen meliputi jumlah 

penduduk (X1), retribusi daerah (X2), dan 

pengeluaran pemerintah (X3), dengan PAD 

sebagai variabel dependen (Y). Analisis 

dilakukan melalui regresi linier berganda untuk 

menguji pengaruh parsial dan simultan, serta 

memastikan model memenuhi kriteria Best 

Linear Unbiased Estimator (BLUE) melalui uji 

asumsi klasik (Gujarati, 2015). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisis Statistik 

Model regresi dinyatakan lolos dari seluruh uji 

asumsi klasik. Hasil uji regresi linier berganda 

diringkas sebagai berikut: 

Model regresi menunjukkan nilai R2 sebesar 

0,823, yang berarti 82,3% variasi PAD 

Kabupaten Tabanan dipengaruhi oleh ketiga 

variabel tersebut. Persamaan regresi yang 

dihasilkan adalah: 

 

Y = 395,7 Milyar + 9,7 Juta X1 + 156,4 Juta X2 + 

1,36 Juta X3 

 

Uji F (Simultan): F_{hitung} 10,845 > F_{tabel} 

4,35 (sig 0,005), menunjukkan pengaruh 

simultan yang signifikan. 

 

Persamaan Regresi: 

Y = 395.716.832.484,45 + 9.704.237,67 X1 + 

156.462.377,74 X2 + 1.364.520,54 X3 

3.2 Pembahasan 

Pengaruh Jumlah Penduduk (X1): Temuan 

menunjukkan pengaruh positif signifikan 

(t_{hitung} 4,956; sig 0,002). Sesuai dengan 

teori pertumbuhan kependudukan 

(Mangkoesoebroto, 2014), peningkatan jumlah 

penduduk memperluas skala ekonomi dan 

basis konsumsi daerah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Indriani (2018) yang menyatakan 

penduduk sebagai subjek pembangunan 

sekaligus sumber penerimaan daerah. 

Jumlah penduduk berpengaruh positif 

signifikan terhadap PAD. Dalam konteks mikro, 

penduduk adalah motor penggerak industri 

kreatif dan UMKM di Tabanan (Nanda dkk., 

2025). Namun, pertumbuhan kuantitas harus 

dibarengi dengan peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) untuk 

memastikan penyerapan tenaga kerja yang 

optimal (Sukriani dkk., 2023; Suarbawa dkk., 

2025). Tanpa kualitas SDM yang mumpuni, 



 

Jurnal JIS Siwirabuda | 57 

 

ledakan penduduk justru berisiko 

meningkatkan angka kemiskinan dan 

pengangguran di Bali (Muliarta dkk., 2026; 

Radityana dkk., 2023). 

Pengaruh Retribusi Daerah (X2): Retribusi 

berpengaruh positif signifikan (t_{hitung} 

3,692; sig 0,021). Sebagai sumber pendapatan 

yang berkaitan langsung dengan layanan 

publik, retribusi merupakan komponen vital 

PAD (Halim, 2014). Hasil ini memperkuat 

penelitian Anggreni (2019) bahwa intensifikasi 

retribusi menjadi kunci stabilitas APBD di 

Tabanan. 

Retribusi daerah terbukti menjadi kontributor 

signifikan. Efektivitas retribusi sangat 

bergantung pada kepatuhan masyarakat, yang 

dalam penelitian sebelumnya dipengaruhi oleh 

kebijakan fiskal yang adil dan transparan 

(Murthi dkk., 2015). Penguatan retribusi di 

objek wisata seperti Jatiluwih menjadi contoh 

nyata bagaimana potensi lokal mampu 

mendongkrak pendapatan daerah (Sari dkk., 

2024). 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X3): 

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif 

signifikan (t_{hitung} 3,520; sig 0,019). Hal ini 

mendukung Hukum Wagner (2015) bahwa 

aktivitas pemerintah yang meningkat melalui 

belanja pembangunan akan mendorong 

pendapatan daerah. Investasi pada 

infrastruktur publik menciptakan ekosistem 

bisnis yang sehat bagi pelaku ekonomi lokal 

(Peacock & Wiseman, 2014). 

Pengeluaran pemerintah berperan sebagai 

katalisator pembangunan. Belanja daerah yang 

diarahkan pada infrastruktur digital terbukti 

memperkuat kinerja BUMDes dan mendorong 

pertumbuhan inklusif di perdesaan (Murthi 

dkk., 2022a; Murthi dkk., 2023a). Pemerintah 

harus berperan aktif dalam menciptakan 

ekosistem ekonomi sirkular digital guna 

meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi 

di tingkat desa (Tantra & Murthi, 2026). Selain 

itu, belanja pemerintah juga harus responsif 

gender guna menekan ketimpangan 

pembangunan di pulau Bali (Murthi, 2023). 

4. KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Kesimpulan  

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa jumlah 

penduduk, retribusi daerah, dan pengeluaran 

pemerintah adalah determinan vital PAD 

Kabupaten Tabanan. Sinergi antara kebijakan 

makro dan praktik mikro di lapangan 

menentukan keberlanjutan fiskal daerah 

Kota Denpasar memiliki persepsi yang sangat 

positif terhadap adopsi QRIS. Berdasarkan 

indikator penyerapan, pemahaman, dan 

penilaian, QRIS dinilai sebagai solusi 

pembayaran yang efisien, praktis, dan 

mendukung mobilitas ekonomi perkotaan. 

Faktor kemudahan penggunaan (perceived ease 

of use) mengungguli kekhawatiran terhadap 

risiko teknis. Denpasar telah menunjukkan 

kesiapan sebagai ekosistem digital, di mana 

masyarakatnya telah beralih dari sekadar 

mencoba menjadi pengguna aktif yang loyal. 

4.2 Saran 

1. Digitalisasi Sektor Publik: Menerapkan 

strategi digital untuk meningkatkan daya 

saing UMKM dan efisiensi pemungutan 

retribusi (Astawa dkk., 2026; Tantra & 

Murthi, 2026). 

2. Penguatan BUMDes: Mengoptimalkan 

peran BUMDes sebagai kewirausahaan 

sosial untuk meningkatkan pendapatan 

desa yang berkontribusi pada PAD 

(Murthi, 2023a, 2023b). 

3. Pemerataan Pembangunan: Fokus pada 

pembangunan perdesaan untuk 

mengurangi kemiskinan melalui upah 

minimum yang kompetitif dan inklusif 

(Murthi, 2023; Irawan dkk., 2024). 
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